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RINGKASAN :

Sejumlah menten dan kepala daerah telah mengajukan cuti untuk mengikuti kampanye |
Pemilu Legislatif 2009. presiden dan wakil presiden pun telah dijadwalkan cuti selama
empat hari menjelang pemilu. Melihat sulitnya penegakkan hukum atas penggunaan
fasilitas jabatan oleh pejabat yang cuti dalam kampanye, sejumlah harus dilakukan.
Pertama, KPU dan KPUD harus mengumumkan waktu cuti pejabat dalam kampanye
pemilu sehingga Bawaslu/Panwaslu dan masyarakat luas dapat melakukan pengawasan
dengan baik. Kedua, karena tidak diatur mengenai sanksi atas pelanggaran Pasal 85 ayat (1)
dan (2), pejabat yang diketahu1 menggunakan fasilitas jabatan dalam kampanye baik dalam
cuti maupun tidak dalam cuti harus dipublikasikan oleh Bawaslu/Panwaslu serta- diben
sanksi oleh pejabat yang memberikan 1zin cuti. Ketiga, dalam jangka panjang perlu diatur
dalam berbagai peraturan perundang-undangan larangan conflict of interest oleh pejabat
publtk. Demikian menurut Eko Prasojo, Guru Besar Administrasi Negara FISTP UL
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ejumlah menteri dan
S kepala daerah telah

mengajukancutiuntuk
.mengikuti kampanye Pemiln
Legistatif 2009. Presiden dan
wakil presiden pun telah
dijadwalkan cuti selama
empat hari menjelang pe-
milu. Bagaimana kaitan an-
tara cuti pejabat dengan
jalannya  pemerintahan?
Tidakkah halini akan menye-
babkan terganggunya fungsi-
fungsi pemerintahan? Bagai-
manaseharusnyacutipejabat
dalam kampanye dilakukan?

Antiklimaks Fungsi
Pemerintahan
Cuti pejabat dalam pe-

milu bukanlah hal baru da-
lam sejarah Indonesia. Na-
mun hal ini selalu menjadi
ganjalan bagi semua pihak,
ferutama masyarakat. Masa-
lahutamayangseringmuncul
terkait dengan cuti pejabat
negara dalam pemilu adalah
melemahnyakonsentrasidan
kinerja para pejabat negara
(preSLden, wakil presiden,
menteri, gubernur, bupati,
dan wali kota) dalam men-
jalankan pemerintahan.
Hampir dapat dipastikan
bahwa sampai berakhirnya
pesta demokrasipemilulegis-
latif dan pemilu presiden,ter-
jadi pergeseran orientasi pe-
jabatnegaradarifungsi-fung-
si pemerintahan ke fungsi-
fungsi politik. Apalagi jika
peiabat yang bersangkutan
menjadi calon anggota legis-
latif (caleg), maka tidak bisa
dihindarkan berkurangnya
waktu, tenaga, dan pikiran
untuk menjalankan fungsi-
fungsi pemerintahan.

Itu sebabnya ketentuwan
cutipejabatnegaradalam pe-
milu diatur secara khusus da-
lam Pasal 85 ayat 1 dan 2 UU
10Tahun 2008 tentangPemilu
Anggota DPR, DPD, dan
DPRD. Dalam Pasal 85 ayat
(2) disebutkan bahwa cuti
dan jadwal pejabat negara
dalam kampanye pemilu di-
laksanakan dengan memper-
hatikan keberlangsungan tu-
gas penyelenggaraan negara
dan penyelenggaraan peme-

rintahan daerah. Dalam Per.
aturan Pemerintah No 19 Ta-
hun 2009 tentang Tata Cara
PejabatNegaradalamMelak-
sanakan Kampanye Pemilu,
cutihanyadiberikansatuhari
dalam satuminggu.

Dua ketentuan tersebut
adalah mengenai keberlang-

sungan tugas pe-
nyelenggaraan
negara dan pe-
merintahan da-
erah serta ke-
tentuan cuti satu
hari dalam satu
minggu sangat mung-
kinberadadalamruang
hampa dan sulit dite-
gakkan. Pertama, ke-
berlangsungan tugas
penyelenggaraan
negara dan peme-
rintahan daerah adalah
konstruksi  ahstrak
vang sulit diukur dalam
praktiknya. Jika vang
menjadi ukurannya
adalah keberlangsung-
an tugas, tanpa keber-
adaan pejabat, sejati-
nya tugas-tugas peme-
rintahan sudah dapat
dilaksamakan oleh
birokrasi. Persoalan-
nya, perhatian dan konsen-
trasi pejabat negara diperlu-
kan tidak sekadar berjalan-
nyatugas,tetapilebih dariitu
untuk memberikan inspirasi,
mengawal, dan menjamin
bahwa produktivitas peme-
rintahan terus-menerus me-
ningkat dan tidak mengalami
penurunan.

Kedua, jika tidak diawasi
secara ketat oleh pejabat
yang memberikan izin {da-
lamhalini Presidenuntuk pa-
ra menteri dan Mendagri un-
tuk para kepala daerah), bu-
kan tidak mungkin cuti pe-
jabatuntuk berkampanye da-
pat mengabaikan penyeleng-
garaan tugas-tugas pemerin-
tahan. Apalagi pejabat yang
memberikan cuti juga me-
lakukan cuti berkampanye,
dapat dipastikan cutipejabat
vang berkampanye akan
mengurangi kinerja peme-
rintahan.

Ketiga, waktu cutisatu hari
dalam satu minggu sangatlah
sulit dikontrol karena pada
dasarnyasecaradiam-diamse-
ring para pejabat juga mem-
pergunakan waktu bekerja
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untuk melaku-

kan kampanye bagi
dirinya dan partai politiknya.
Sangatsulitmemisahkanwak-
tu bekerja dan waktu cuti pe-
jabat dalam melaksanakan
kampanye. Hanya dengan
pengawasan yang ketat oleh
masyarakat, penyimpangan
cuti pejabat dalam kampanye
pemiludapat dikurangi. Kare-
na itu, jadwal cuti pejabat
yang dipublikasikan dan di-
ketahuiclehmasyarakatakan
menjadialatkontroldalampe-
laksanaannya.

Fasilitas Jabatan Tak
Terkontrol

Problem kedua cuti bagi
pejabat negara dalam kam-
panye pemiluadalah sulitnya
melakukan  pengawasan
penggunaanfasilitas jabatan.
Hal ini karena dalam praktik
bernegara dan berpemerin-
tahan di Indonesia belum se-
penuhnya dianut dan di-
sadarl pentingnya prinsip

dan etika pe-
misahan antara

hak pribadi dan hak
jabatan. Di Jerman

: / . .

/ misalnya, etika pe-
\ misahan hak pri-

: ‘\, badi dan

/ lekat dalam diri se-
orang pejabat (eigenes

-

hak jabatan
sudah sangat me-

Eigentum und Amtseing-
entum) sehingga ti-
dak sulit me-
negakkan
cuti peja-
hat dalam
kampanye
pemilu.
Dalam
pandangan
penulis, ke-
tentuan Pasal
85 ayat (1} huruf
aUU 10Tahun 2008
vang menyebutkan
larangan pengguna-
an fasilitas yang ter-

annya pada dasar-
nya sulit untuk di-
tegakkan.Adaduaalasanme-
ngapa ketentuan ini sulit di-
tegakkan.

Pertarma, penggunaan fasi-
litas jabatan bagi kebutuhan
pribadiseorang pejabat yang
tidak terkait dengan jabatan-
nya telah menjadi kebiasaan
dalam praktik berpemerin-
tahan di Indonesia. Hal ini bi-
sa dibuktikari oleh beberapa
hal yang terkait dengan con-
flictofinterest dalam pemerin-
tahan; yaituketiadaannorma
hukum dan etika terhadap
rangkap jabatan seseorang
dalam berbagai pos jabatan
publik dan politik, ketiadaan
larangan hukum atas pem-
buatan keputusan oleh pe-
jabat yang memiliki hubung-
an darah, afiliasi dan per-
temanan, serta ketiadaan la-
rangan hukum ataspembuat-
an kebijakan dan keputusan
publik yang menguntungkan
dirinya sendiri. Singkatnya,
baik secara hukum manpun

kait dengan jabat-

etika belum terdapat kesa-
daran dan kebiasaan untuk
memisahkan fasilitas jabat-
anbagi kebutuhan pribadi se-
orang pejabat.

Kedua, sulithya melaku-
kan pengawasan terhadap
penggunaan fasilitas jabatan
oleh seorang pejabat sehing-
gaketentuan larangan“tidak
menggunakan fasilitas yang
terkait dengan jabatannya”
dalam praktiknya sangatlah
sulit ditegakkan. Kesulitan
pengawasan ini disebabkan
ketiadaan instrumen hukum
dan perangkat yang indepen-
den. Siapa vang harus me-
lakukan pengawasan atas
penggunaan fasilitas jabatan
oleh seorang pejabat dalam
cuti kampanye? Bagaimana
jika ditemukan oleh Bawas-
lw/Panwaslu ataumasyarakat
penggunaan fasilitas jabatan
oleh pejabat dalam cut kam-
panye? Bagaimana jika tidak
dalamcutipunpejabatmeng-
gunakan fasilitas jabatan
untuk berkampanye?(*)

Melihat sulithya penegak-
an hukum atas penggunaan
fasilitas jabatan oleh pejabat
vang cuti dalam kampanye,
sejumlah harus dilakukan.
Pertama, KPU dan KPUD ha-
rus mengumumkan waktu
cutipejabatdalamkampanye
pemilu sehingga Bawaslu/
Panwaslu dan masyarakat
Inas dapat melakukan peng-
awasan dengan batk.

Kedua karenatidak diatur
mengenai sanksi atas pe-
langgaran Pasal 85 ayat (1)
dan (2), pejabat yang di-
ketahui menggunakan fasi-
litas jabatan dalam kam-
panye baik dalam cuti man-
pun tidak dalam cuti harus
dipublikasikan oleh Bawas-
Iu/Panwaslu serta diberi
sanksi oleh pejabat vang
memberikan izin cuti. Ketiga,
dalam jangka panjang perlu
diatur dalam berbagai per-
aturan perundang-undangan
larangan conflict of interest
oleh pejabat publik.(*)



